
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meski telah lahir Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai

pengganti atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang

Pemerintahan Daerah, namun implementasinya dilapangan belum dapat

dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan Undang Undang tersebut

belum dijabarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah, termasuk kedalam Peraturan Pemerintah. Bahkan berkaitan

dengan kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi, masih

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dimana

Peraturan Pemerintah tersebut mengacu kepada Undang Undang

Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonom, Pemerintah Propinsi diberikan kewenangan untuk

melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan tertentu, diantaranya

dalam " Penyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat )

Penpenjangan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang mencakup

wilayah Propinsi".

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya berisi

substansi mengenai Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam pasal



1(h) Undang Undang tersebut dijelaskan , bahwa yang dimaksud dengan

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Sedangkan pada pasal 1(i) dijelaskan mengenai Daerah Otonom adaiah

kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikakn fungsi Otonomi Daerah dan fungsi

Daerah Otonom sebagaimana dikemukakan diatas, Jawa Barat sebagai

salah satu Daerah Otonom di Indonesia memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan Diklat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga

Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah di bidang Diklat mengacu pada

pasal 65 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang selanjutnya

dilingkungan Propinsi Jawa Barat Lembaga Teknis tersebut dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Propinsi Jawa Barat Nomor 16

Tahun 2000, dengan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan

Daerah ( Bandiklatda ) Propinsi Jawa Barat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian

Tugas Unit Kerja Bandiklatda Propinsi Jawa Barat ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001.

Adapun tugas pokok dan fungsi Bandiklatda Propinsi Jawa Barat

adalah sebagai berikut:



Tugas Pokok:

Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, menyelenggarakan

manajemen dan mengembangkan sistem, serta melaksanakan koordinasi

teknis penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah Propinsi Jawa Barat,

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bandiklatda Propinsi Jawa

Barat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang Diklat, meliputi

Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan
Sistem Diklat:

2. Pelaksanaan pelayanan penunjang Pemerintah Daerah dibidang

Diklat di Propinsi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Diklat di

Kabupaten /Kota di Jawa Barat;

3. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bandiklatda Propinsi Jawa Barat

dituangkan kedalam Struktur Organisasi Management By Process ,

dimana unsur lini sebagai pelaksana kegiatan Badiklatda Propinsi Jawa

Barat terdiri dari Bidang Perencanaan, Bidang Penyetenggaraan dan

Bidang Evaluasi &Pengembangan Sistem Diklat.

Dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsinya

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat. menetapkan Visi yang merupakah cita-



cita, keinginan dan pandangan jauh kedepan mengenai harapan yang

ingin diwujudkan oleh Lembaga tersebut.

Adapun Visi Bandiklatda Propinsi Jawa Barat adalah:

" Menjadi Badan Diklat yang unggul dengan didukung oleh

manajemen Diklat yang profesional"

Selanjutnya guna terwujudnya Visi tersebut, Bandiklatda Propinsi Jawa

Barat menetapkan Misi sebagai berikut

1. Meningkatkan profesionalisasi manajemen kediklatan Aparatur:

2. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam bidang Diklat,

Visi dan Misi yang tersebut, sekaligus merupakan gambaran

mengenai niat yang kuat dari Bandiklatda Propinsi Jawa Barat dalam

mendukung Visi Propinsi Jawa Jawa Barat yakni:

" Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di

Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010 "

Visi Jawa Barat termaju di Indonesia, bukanlah hal yang

berlebihan, karena berbagai potensi di Jawa Barat sangat mendukung

bagi pencapaian Visi tersebut, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA),

Sumber Daya Buatan (SDB), maupun potensi Sumber Daya Manusia

(SDM). Berdasarkan Sensus Penduduk Daerah yang dilakukan pada

tahun 2003, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 38.132.356 jiwa.

Sungguh suatu potensi yang sangat besar apabila SDM sebanyak itu



mampu dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Belum lagi potensi

ini didukung oleh budaya masyarakatnya yang sangat spesifik , yakni

masyarakat yang silih asah, silih asih dan silih asuh. Disamping budaya

lainnya yakni masyarakat yang cageur, bageur, bener, pinter tur singer.

Budaya-budaya ini mewarnai kehidupan masyarakat Jawa Barat,

sehingga pencapaian Visi dan Misi termaju di Indonesia tidak hanya

sebagai harapan dan cita-cita belaka , melainkan sebagai budaya yang

melekat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kehidupan aparatur

dalam memberikan pelayanan prima.

Upaya peningkatan kualitas SDM, termasuk didalamnya

peningkatan kualitas SDM Aparatur merupakan prioritas bagi pencapaian

Visi Jawa Barat tahun 2010. Bahkan dalam rangka percepatan

pencapaiannya, Pemerintah Propinsi Jawa Barat- menetapkan Visi

Akselerasi tahun 2003-2008 yakni:

Akserelasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung

pencapaian Visi Jawa Barat Tahun 2010"

Visi Akselerasi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) buah Misi

yakni:

1 Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM Jawa Barat;

2 Pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh;



3 Pemantapan kinerja Pemerintah Daerah;

4 Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan, dan

5 Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan

budaya daerah.

Keberhasilan pencapaian Visi Akselerasi, merupakan tanggung

jawab semua pihak. Kegiatannya harus dilakukan secara terpadu dan

menyeluruh antara Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota di

Jawa Barat dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.

Berkaitan dengan misi peningkatan kualitas SDM, , Pemerintah

Propinsi Jawa Barat secara terus menerus menyelenggarakan Diklat

Aparatur, yang teknisnya dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah

yakni Bandiklada Propinsi Jawa Barat.

Sebagai lembaga dengan tugas pokok dan fungsi dalam

penyelenggaraan Diklat, Bandiklatda Propinsi Jawa Barat memiliki

kekuatan institusi dengan dua predikat, yakni:

1. Bandiklatda Propinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Diktat

Terakreditasi berskala Nasional dalam penyelenggaraan Diklat

Aparatur, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia ( LAN Rl ). Sebagai Lembaga Terakreditasi

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam



penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Diklat

Kepemimpinan Tingkaf IV, Diklat Prajabatan Golongan I, Diklat

Prajabatan Gotongan II, dan Diklat Prajabatan Golongan III.

2. Bandiklatda Propinsi Jawa Barat juga merupakan Lembaga Diklat

bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001: 2000. SMM

ISO 9001:2000 adalah sistem manajemen mutu yang beroreintasi

pada proses.

Perolehan dua sertifikat diatas merupakan komitmen seluruh jajaran

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat, dalam mewujudkan Lembaga Diklat

yang unggul, sekaligus dalam rangka menunjang Visi Jawa Barat yang

termaju di Indonesia.

Akreditasi menunjukan kewenangan dan kompetensi Bandiklatda

Propinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Diklat Aparatur. Sertifikasi

Manajemen Mutu merupakan komitmen kualitas yang berfokus pada

kepuasan pelanggan. Pelanggan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat adalah

Peserta Diklat dan seluruh Stakeholders yang berkaitan dengan output

dan outcome Diklat. Oleh sebab itu sangatlah wajar apabila Bandiklatda

Propinsi Jawa Barat, melakukan terobosan-terobosan dalam berkompetisi

dengan berbagai Lembaga Diklat Daerah di seluruh Jawa Barat,

termasuk kompetisi dengan lembaga- lembaga Diklat Departemen yang
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lya di Jawa Barat, bahkan kompetisi juga dengan U\N Rl sebagai

>aga pembina Diklat aparatur. Terobosan akreditasi dan sertifikasi

yang dilakukan oleh Bandiklatda Propoinsi Jawa Barat juga dengan

pertimbangan otonomi daerah, dimana hubungan Propinsi dengan

Kabupaten / Kota hanya bersifat fasilitasi. Bagi Kabupaten / Kota di Jawa

Barat yang lembaga Diklat nya belum terakreditasi, dapat memilih kerja
sama dengan siapa saja dalam penyelenggaraan Diklat Aparatur.

Terobosan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat, yang dimulai pada

tahun 2003 mengadopsi Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000,

merupakan salah satu komitmen mendasar dalam memberikan

pelayanan terbaiknya kepada para pelanggan melalui total quality
management.

Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001 2000 merupakan salah

satu jenis manajemen mutu dalam rangka mengimplementasikan total

quality management, disamping jenis manajemen mutu lainnya seperti

sistem manajemen mutu yang berkaitan dengan lingkungan.
Perkembangan ilmu pengetahuan telah bergerak begitu cepat, termasuk

dalam ilmu manajemen. Manajemen yang semula bertahan pada
manajemen tradisional bergerak kearah management by obyectlive,
kemudian memasuki perkembangan berikutnya menjadi management by
process dan total quality management.



Bandiklatda Propinsi Jawa Barat sebagai institusi birokrasi yang

memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang diklat menerapkan management

by process sebagaimana ditunjukan dalam stuktur organisasinya, yakni

mulai dari perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat sampai kepada

evaluasi dan pengembangan diklat. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem

Manajemen Mutu / SMM ISO 9001: 2000 yang orientasinya pada proses.

Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 sebagai sistem

yang berorientasi pada proses, mencatatkan dokumen-dokumen standar,

baik dokumen standar yang berasal dari luar, maupun standar yang

berasal dari institusi Bandiklatda itu sendiri. Dokumen standar dari luar

antara lain kebijakan dari LAN Rl mengenai modul, kurikulum serta

kebijakan persyaratan peserta Diklat. Kebijakan dari luar lainnya datang

dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai calon peserta

Diklat dan alokasi biaya. Dengan demikian Bandiklatda Propinsi Jawa

Barat cenderung berperan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan

Diklat, dalam pengertian titik beratnya pada pelaksanaan proses Diklat

saja. Hal demikian menjadikan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat tidak

mempunyai posisi tawar pada input Diklat, dalam hal ini Modul dan

Kurikulum, termasuk input peserta Diklat. Bandiklatda Propinsi Jawa Barat

juga tidak mempunyai posisi tawar pada outcome Diklat, karena hasil

penyelenggaraan Diklat tidak menjadikan bagian dari rekomendasi bagi

alumni Diklat untuk promosi jabatan.
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as dasar hal- hal sebagaimana dikemukakan diatas, penulis

untuk mengadakan penelitian mengenai seberapa jauh pengaruh

penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001: 2000 terhadap

Efektivitas Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Bandiklatda Propinsi

Jawa Barat. Penulis menempatkan SMM ISO 9001:2000 sebagai

variabel bebas , disamping variabel lain yang juga cukup dominan, yakni

variabel bebas Kapasitas Peserta. Penelitian kedua pengaruh tersebut,

yakni penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 dan

Kapasitas Peserta, diharapkan mampu menjawab permasalahan

mengenai efektif tidaknya penyelenggaraan Diklat.

Efektivitas penyelenggaraan pendidikan menurut Abin Syamsudin

Makmun ( 2004 ), manakala output pendidikan sesuai dengan tujuan

pendidikan, berdasarkan harapan dan aspirasi stakeholders, diapresiasi

oleh penyelenggara pendidikan hingga menghasilkan outcome, benefit

dan impact yang optimal. Penyelenggaraan Diklat yang efektif, dapat pula

dilihat dari rangkaian penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel

berdasarkan standar dan regulasi yang ditetapkan, dilaksanakan secara

efisien serta menghasilkan produktifvitas output sesuai yang diharapkan.

Abin Syamsudin Makmun memberikan ilustrasi siklus

penyelenggaraan pendidikan yang efektif sebagaimana ditampilkan pada

gambar 1.1.
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Gambar: 1.1

Penyelenggaraan Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

( Abin Syamsudin Makmun : 2000 )
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Output yang baik dihasilkan dari proses yang baik, dengan dukungan

input yang baik pula. Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000,

sebagai manajemen yang berorientasi pada proses menetapkan standar-

standar. Implementasi pelaksanaan proses akan tergantung pada

standar-standar lainnya, diantaranya standar input berupa kapasitas

peserta, kurikulum, biaya, kompetensi pengajar, faktor lingkungan, sarana

prasana dan Iain-Iain.
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Dengan memperhatikan latar belakang masalah sebagaimana

diuraikan diatas, penulis menetapkan pilihan judul penelitian : "Pengaruh

Penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001 : 2000 dan

Kapasitas Peserta Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat

Penelitian ini berupa studi kasus evaluasi pasca diklat, terhadap alumni

Diklat Kepemimpinan Tingkat III ( Diklat Pim Hi) tahun 2004 angkatan I, II

dan angkatan III dilingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa jauh pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM

ISO 9001:2000 terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat di

lingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

2. Seberapa jauh pengaruh Kapasitas Peserta terhadap Efektivitas

Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa

Barat.

3. Seberapa jauh secara bersama-sama pengaruh penerapan Sistem

Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 dan Kapasitas Peserta

terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat di lingkungan

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran mengenai

penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Daerah

Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penerapan Sistem

Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 terhadap Efektivitas

Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa

Barat.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Kapasitas Peserta

terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat di lingkungan

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui seberapa jauh secara bersama-sama pengaruh

penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 dan

Kapasitas Peserta terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat di

lingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

Selain tujuan sebagaimana disebutkan diatas, diharapkan hasil penelitian

ini dapat bermanfaat bagi para pihak diantaranya :
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1. Bagi Bandiklatda Propinsi Jawa Barat diharapkan hasil penelitian ini,

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

peningkatan efektivitas penyelenggaraan Diklat dimasa mendatang;

2. Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini selain

diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada Pelanggan /

Peserta Diklat dan Stakeholders sebagaimana dipersyaratkan dalam

SMM ISO 9001:2000, diharapkan pula menjadi kontribusi bagi

pencapaian Visi Jawa Barat sebagai Propinsi termaju di Indonesia;

3. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada

Almamater, dalam wujud Karya llmiah yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Diklat;

4. Bagi generasi berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi

wahana informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

dimasa mendatang.

D. Asumsi

Asumsi atau anggapann dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran

yang kebenarannya dapat diterima.

Dengan memperhatikan uraian-uraian diatas, dapat dikemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 sebagai suatu sistem

yang berorientasi pada proses, dalam penerapannya secara signifikan

dapat mempengaruhi Efektivitas Penyelenggaraan Diklat dilingkungan

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan pendapat

Vincent Gaspersz (2003: 67) yang menyatakan bahwa :

Pendekatan proses bertujuan untuk mencapai suatu siklus
dinamik dari peningkatan terus menerus dan memberikan hasil-hasil
yang signifikan kepada organisasi, terutama dalam bentuk kinerja,
produk dan bisnis , efektivitas , efisiensi dan reduksi biaya.

2. Kapasitas Peserta merupakan kemampuan dan kemauan, dorongan

serta semangat, yang secara signifikan dapat mempengaruhi

Efektivitas penyelenggaraan Diklat dilingkungan Bandiklatda Propinsi

Jawa Barat. Menurut Sudarwan Danim ( 2004: 3)

Unjuk kerja ( working performance ) atau kapasitas berproduksf
selain dipengaruhi oleh faktor ekternal, terutama dipengaruhi oleh
faktor internal berupa kepribadian, intelegensi, ciri-ciri pisik,
kebiasaan, kesadaran, minat, bakat, kemauan, spirit, antusiasme
dan sebagainya.

3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 secara

bersama sama dengan Kapasitas Peserta mempunyai pengaruh

signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat di lingkungan

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat. Signifikasi kedua hubungan tersebut

dapat dicermati dari pandangan Nana Sudjana ( 2000:40) yang

menyatakan, bahwa : " Kemampuan siswa dan kualitas pengajaran

mempunyai hubungan berbanding lurus dengan hasil belajar".



E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan anggapan dasar sebagaimana

diuraikan diatas, penulis mengemukakan hipotesis:

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000

memberikan pengaruh signifikan terhadap Efektifitas Penyelenggaraan

Diklat di lingkungan Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

2. Kapasitas Peserta Diklat memberikan pengaruh signifikan terhadap

Efektivitas Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Bandiklatda Propinsi

Jawa Barat.

3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001: 2000 secara

bersama-sama dengan. Kapasitas Peserta memberikan pengaruh

signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Diklat dilingkungan

Bandiklatda Propinsi Jawa Barat.

F. Metode Penelitian

Metoda ilmiah dalam kegiatan penelitian, termasuk dalam penelitian

pendidikan dikenal dengan pendekatan positivistik dan pendekatan

naturalistik. Dalam teknisnya penelitian ini lebih mengarah kepada

metoda kualitatif, karena kebenaran hasil penelitian lebih banyak didukung

melalui pernyataan / konfirmasi dari pihak yang diteliti. Namun demikian
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dalam penelitian pendidikan, disamping metoda kualitatif dapat juga

dipadukan dengan metoda kuantitatif, dimana instrumnen penelitiannya

dinyatakan secara numerik dalam bentuk angka. Dengan demikian dalam

penelitian pendidikan dan pelatihan, metoda kualitatif dan metoda

kuantitatif, dapat dipergunakaan secara bersamaan.

Sesuai dengan namanya ( Suharsimi Arikunto 2002:10) penelitian

kuantitatif lebih banyak menggunakan angka-angka , mulai dari

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan

dari hasilnya. Selain data berupa angka dalam penelitian kuantitatif juga

ada data berupa informasi kualitatif. Bahkan Suharsimi Arikunto (

2002:89), menegaskan : Jika peneliti ingin mengetahui keefektipan

program penataran secara keseluruhan, maka semua komponen atau

unsur penataran hams diteliti, sesudah itu dilihat seberapa tinggi kualitas

hasil. Jika kegiatan penataran dipandang sebagai sebuah proses

transformasi, selanjutnya Suharsimi Arikunto ( 2002:89) menjelaskan :

seluruh unsur harus diteliti mulai dari input, process, output dan outcome

nya.

Dalam penelitian mengenai " Pengaruh Penerapan Sistem

Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000 dan Kapasitas Peserta terhadap

Efektivitas Penyelenggaraan Diklat ", penulis menggunakan metoda

kuantitatif. dengan cara penyebaran angket / questioner kepada Alumni

Diklat Pim III angkatan I, II, III tahun 2004. Angket ini berisi pertanyaan

mengenai input Diklat ( program , lingkungan , peserta , widyaiswara),
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Proses Diklat ( sistematika penyajian, penggunaan metoda mengajar,

penggunaan media, dan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan diklat). Dalam angket ini diteliti pula output dan

outcome Diklat, baik peningkatan pengetahuan maupun peningkatan

kemampuan / kompetensi Alumni Diklat.

Dalam mendukung keberhasilan penelitian, selain menggunakan

angket / questioner, penulis juga menggunakan instrumen penelitian

lainnya berupa wawancara dan studi dokumenter.

G. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilkakukan di Bandiklatda Propinsi Jawa Barat,

Jalan Windu No 26 Bandung. Obyek penelitian adalah Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III ( Diklat Pim III) tahun

2004, dimana pada tahun tersebut merupakan tahun pertama penerapan

Sistem Manajemen Mutu / SMM ISO 9001:2000. Populasi dan

sampel yang diambil sebanyak 100 % dari seluruh Alumni Diklat Pim III

tahun 2004, yakni angkatan I, Angkatan II dan angkatan III yang berasal

dari Instansi di lingkungan Propinsi Jawa Barat sebanyak 70 orang.






